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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang 

ditetapkan Allah adalah hukum kewarisan yang mengatur tentang harta warisan, 

yaitu harta yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Harta 

tersebut memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa 

jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya1. 

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, persoalan waris seringkali menjadi 

krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan 

keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, 

disamping karena kekurangtahuan pihka-pihak yang terkait mengenai hukum 

pembagian waris. 

Syari’at Islam telah menetapkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling 

baik, bijak, dan adil. Agama Islam meletakkan hak pemilikan benda bagi manusia, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk syara’, seperti memindahkan 

hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah 

dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.2 

Sumber hukum waris Islam yang berasal dari wahyu mengandung berbagai 

asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum waris yang berdasarkan 

hasil ijtihad manusia. Oleh karena bersumber dari wahyu maka asas-asas dalam 

                                                            
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-2, h. 3. 
2 Muhammad ‘Ali al-Shabuni, al-Mawarits fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, diterjemahkan 

Hamdan Rasyid, Hukum Kewarisan Menurut al-Qur’an dan Sunnah, Cet. I, (Jakarta: Dar al-Kutub 
al-Islamiyah, 2005), h. 40. 
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hukum kewarisan Islam memperlihatkan bentuk karakteristik hukum kewarisan 

itu sendiri.3 Ada lima asas waris Islam, yaitu: Pertama, Asas Ijbari4, berarti 

bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku 

dengan secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris 

atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta 

kepadanya sesuai saham yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT: 

   
  

 
   

  
   

     
     

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 

ditetapkan. (QS. An-Nisaa’ [4]: 7) 

Kedua, Asas Bilateral, berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan 

dari kedua pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat 

garis keturunan perempuan. Asas ini terlihat dari ayat 7 an-Nisaa’ di atas, yang 

menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah 

dan pihak ibu. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima warisan dari 

pihak ayah dan pihak ibu. Pada ayat 11 ditegaskan pula bahwa anak perempuan 

berhak menerima harta dari orang tua sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki, 

                                                            
3 Hajar M, Polemik Hukum Waris, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 30. 
4 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, Cet. I, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 10. 
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dengan bandingan satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Ibu 

berhak warisi harta anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ayah juga berhak 

mewarisi anaknya yang laki-laki dan yang perempuan.5 

Ketiga, Asas Individual, berarti bahwa harta warisan dapat dibagi untuk 

dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu 

yang mungkin dibagi-bagi kepada setiap ahli waris yang berhak menurut jatah 

masing-masing. Keempat, Asas Keadilan, berarti bahwa adanya keseimbangan 

antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan 

keperluan dan kegunaan. Asas keadilan dalam hukum waris dapat dilihat dari 

surat an-Nisaa’ ayat 11, 12, maupun 176.6 

    
    

    
   
      
   

   
   

     
      
   

    
    

     
     

  
   

     
      

       

                                                            
5 Ibid., h. 12. 
6 Ibid., h. 12-15. 
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Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 
anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka 
bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang 
ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

     
    

      
    
     
     
   

     
      

    
     

      
    

    
   

    
    

     
    

    
      

       

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah 
dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka 
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Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. 
jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang 
demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Penyantun. 

   
    

    
    

      
     

    
  
    

   
   

    
    

    
      

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, 
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi 
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan 
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia 
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi 
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika 
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka 
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. 
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

Kelima, Asas Akibat Kematian, berarti bahwa harta seseorang tidak beralih 

kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup. Asas 

kematian ini dapat diperhatikan dari penggunaan kata warasa dalam Al-Qur’an. 
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Misalnya, pada ayat 12 dan 176 surat an-Nisaa’. Dari pemahaman kata-kata 

tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah pemilik harta itu mati.7 

Di dalam Al-Qur’an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan 

sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan hutang. 

Sekalipun dalam Al-Qur’an Allah menyebutkan wasiat lebih dahulu dari hutang, 

namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului 

pembayaran hutang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan 

hutang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.8 

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, 

sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima 

warisan, yaitu: 

1. Orang yang mewariskan (muwarris) benar telah meninggal duna dan dapat 

dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. 

2. Orang yang mewarisi (waris) hidup pada saat orang yang mewariskan 

meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Selain itu antara muwaris 

dan waris ada hubungan pewarisan, hubungan di sini terbagi empat: 

a. Hubungan nasab atau hubungan darah, yang dimaksud dengan 

hubungan darah disini adalah hubungan darah yang disebabkan 

pernikahan yang sah. Jika hubungan darah terjadi di luar perkawinan 

yang sah maka tidak ada hak untuk mewarisi. 

b. Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan 

menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. 

                                                            
7 Ibid., h. 16. 
8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 278. 
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c. Hubungan perbudakan (wala’), yaitu seseorang berhak mendapatkan 

warisan dari bekas budak yang telah dimerdekakannya. Apabila yang 

dimerdekakan itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, 

baik karena hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang 

memerdekakannya berhak menerima warisan darinya. Akan tetapi 

apabila bekas tuannya yang meninggal dunia, bekas budak yang 

dimerdekakan tidak berhak menerima warisan dari bekas tuannya. 

d. Karena hubungan agama Islam, yaitu apabila seseorang meninggal 

dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan 

diserahkan kepada baitul mal (perbendaharaan negara islam) untuk 

dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam9. 

3. Harta warisan, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh muwarris yang 

secara hukum dapat beralih kepada ahli waris (ahli waris). 

Secara umum, hak kewarisan ditetapkan menjadi dua macam, yaitu ahli 

waris yang bagiannya sudah ditetapkan secara pasti, dan ahli waris yang 

sahamnya tidak ditentukan. Ahli waris yang mendapat bagian pasti disebut zawu 

al-furudl. Rincian ahli waris zul furudl tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Anak perempuan. Berhak mendapat ½ bila hanya seorang, dan tidak ada anak 

laki-laki. Bila dua orang atau lebih, mereka mendapat 2/3 dan tidak mewarisi 

bersama anak laki-laki. 

2. Cucu perempuan. Ia mendapat ½ bila seorang dan tidak ada cucu laki-laki. 

Bila ia dua orang atau lebih, haknya adalah 2/3 tanpa didampingi oleh cucu 

                                                            
9 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 71. 
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laki-laki. Cucu perempuan menerima 1/6 bila ia mewarisi bersama seorang 

anak perempuan. 

3. Ibu. 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu dari pewaris, atau bersamanya 

ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mewarisi 1/3 bila pewaris tidak 

mempunyai anak atau cucu maupun tidak mempunyai dua orang saudara atau 

lebih. Ibu mendapat 1/3 sisa bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau 

isteri. 

4. Nenek. Nenek mendapat bagian 1/6 selama tidak dihijab oleh Ibu. 

5. Saudara perempuan kandung. ½ bila seorang saja, dan tidak mewarisi 

bersama saudara laki-laki kandung. 2/3 bila dua orang atau lebih dan tidak 

ada saudara laki-laki kandung. 

6. Saudara perempuan seayah. ½ bila seorang saja, dan tidak diikuti oleh 

saudara laki-laki seayah. 2/3 bila dua orang atau lebih. 1/6 bila terdapat 

seorang saudara perempuan kandung. 

7. Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara seibu mendapat 

bagian 1/6 bila seorang saja dan 1/3 bila dua orang atau lebih. 

8. Suami dan Istri. Suami mendapat ½ bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

dan ¼ bila pewaris mempunyai anak. Istri mendapat ¼ bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, dan 1/8 jika pewaris meninggalkan ahli waris anak atau 

cucu. 

9. Ayah dan kakek. Ayah menerima 1/6 sebagai zul furudl jika pewaris 

meninggalkan anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Ayah dapat 

1/6 dan sisa (asabah) apabila pewaris meninggalkan anak dan cucu 



9 
 

perempuan, tidak ada anak atau cucu laki-laki. Sedangkan kakek juga 

menerima hak yang sama dikala tidak ada ayah.10    

Selain ahli waris yang ditentukan secara pasti saham yang akan diterimanya 

(zul furudl), ada pula ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti. 

Mereka mendapat seluruh harta bila tidak ada ahli waris zul furudl atau menerima 

sisa harta setelah dikeluarkan untuk ahli waris zul furudl. Ahli waris yang tidak 

ditentukan sahamnya secara pasti disebut asabah. Mereka yang termasuk ahli 

waris asabah, yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, 

saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara 

laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, 

paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, dan anak laki-laki dari paman 

seayah.11 

Hukum kewarisan dalam Islam memang tergolong hukum yang paling 

sedikit mengandung kontroversi, tetapi tetap saja tidak steril dari silang pendapat. 

Karena hukum kewarisan dalam Islam merupakan hukum yang dijabarkan sendiri 

oleh Allah SWT dalam al-Qur’an, ditambah beberapa hadits Nabi SAW yang 

memperjelas kandungan ayat-ayat tersebut. Dengan begitu mayoritas pembahasan 

hukum kewarisan dalam Islam tidak keluar dari dua sumber pokok tersebut. 

Di dalam Hukum Waris Islam ada masalah-masalah kewarisan yang 

diselesaikan secara khusus. Masalah-masalah khusus dalam kewarisan ini adalah 

persoalan-persoalan kewarisan yang penyelesaiannya menyimpang dari 

penyelesaian yang biasa, dengan kata lain pembagian harta warisan itu tidak 

                                                            
10 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, Op.cit, h. 38-41. 
11 Ibid., h. 41-44. 
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dilakukan sebagaimana biasanya. Masalah-masalah khusus ini timbul karena 

adanya kejanggalan apabila penyelesaian pembagian harta warisan tersebut 

dilakukan secara biasa. Untuk menghilangkan kejanggalan tersebut, maka 

penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan secara khusus. 

Diantara masalah-masalah khusus dalam kewarisan Islam adalah raad. Radd 

secara bahasa berasal dari kata “radda” ( َّرَد) “yaruddu” ( ُّيرَُد) “raddan” (ا  yang (رَدٍّ

berarti kembali atau berpaling12 seperti yang terdapat dalam surat al-Kahfi (18): 

64 yaitu  

      
  

      

Artinya: “Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, 

mengikuti jejak mereka semula”13 

Menurut istilah radd adalah berkurangnya pokok masalah dan 

bertambahnya jumlah bagian ashabul furudh. Terjadinya masalah radd apabila 

pembilang lebih kecil daripada penyebut dan merupakan kebalikan dari masalah 

aul. ‘Aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, sedangkan pada radd ada 

kelebihan setelah diadakan pembagian14. Radd tidak akan terjadi dalam suatu 

keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat sebagai berikut: 

1. Adanya ash-habul furudh 

2. Tidak adanya ashabah 
                                                            

12 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cet ke-14 
(Surabaya: Pusat Progresif, 1997), h. 486. 

13 Departemen Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil Cipta 
Media, 2002), h. 301.  

14 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam, Cet. ke-1,(Jakarta: 
Sinar Grafika, 1995), h. 160. 
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3. Ada sisa harta waris15 

Cara penyelesaian masalah radd ini, dikalangan ulama sunni terjadi berbeda 

pendapat tentang apakah dikembalikan kepada masing-masing ahli waris ashabul 

furudl atau tidak16. 

Pendapat pertama, Zaid ibn Tsabit, Imam Malik17, Imam Syafi’i18 

berpendapat bahwa tidak ada radd, yakni kelebihan harta warisan tidak 

dikembalikan kepada ashabul furudl, tetapi sisa harta tersebut diserahkan kepada 

baitul mal (perbendaharaan negara). Akan tetapi menurut sebagian penganut 

mazhab Syafi’i, jika tidak ditemukan baitul mal yang memenuhi syarat menurut 

islam, maka dikembalikan (radd) kepada ashhabul furudl sesuai dengan 

perbandingan porsi masing-masing kecuali suami atau istri. 

Pendapat pertama ini berdalil dengan hadits Rasulullah: 

  انا وارث من لا وارث له (رواه ابو داود)...

Artinya: “aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya”. (HR. 

Abu Daud)19. 

Hadits ini mengandung pengertian bahwa kelebihan harta warisan dianggap 

sebagai harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Apabila tidak ada ahli 

                                                            
15 Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), h. 128.   
16 Amin Husein Nasution, Op.cit, h. 156. 
17 Malik bin Anas, al-Muwaththa’, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), cet. ke-1, jilid 2,  h. 

241. 
18 Al-Syafi’i, al-Umm, Cet. ke-2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 182.  
19 Muhammad Nashiruddin al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud, Cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka 

Azzam. 2007), h. 346.  
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warisnya maka Rasulullah (baitul mal) akan menjadi ahli waris (penerima sisa 

harta warisan). 

Selain dengan hadits diatas pendapat pertama juga berdalil dengan al-

Qur’an surat al-Nisa (4): 14 : 

    
   

    
      

Artinya:“dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka 

sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”20 

Dalam ayat warisan sebelum ayat ini (al-Nisaa’ ayat 7-12), Allah Swt telah 

menetapkan bagian ahli waris ashabul furdl secara jelas dan rinci. Selanjutnya 

dalam ayat ini dijelaskan bahwa dilarang melanggar ketentuan Allah, termasuk 

ketentuan bagian ashabul furudl tidak dibenarkan mengubah atau menambah atau 

menguranginya. Kelebihan harta itu tidak dikembalikan kepada ahli waris tetapi 

diserahkan kepada baitul mal.  

Pendapat kedua, menurut Umar, Ali, Jumhur Sahabat, Mazhab Hanafi, 

Mazhab Hanbali dan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa pengembalian sisa harta 

(radd) berlaku bagi ashabul furudl kecuali suami dan istri. Pengecualian suami 

dan istri ini didasarkan kepada pemikiran bahwa hubungan darah lebih 

diutamakan daripada hubungan mushaharah (perkawinan).21 

Pendapat kedua ini berdalil dengan dalil sebagai berikut: 

                                                            
20 Departemen Agama, Op.cit, h. 79.  
21 Amin Husein Nasution, Op.cit, h. 157. 
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1. Firman Allah dalam surat al-Anfal (8) : 75 : 

   
  

  
   
  
   

      
       

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta 
berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). 
orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak 
terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)22 di dalam kitab Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu23. 

Ayat ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar waris mewarisi dalam 

Islam ialah hubungan kerabat, bukan hanya hubungan persaudaraan keagamaan 

sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam. 

Ahli waris karena hubungan rahim lebih berhak menerima harta warisan 

daripada yang lain (baitul mal). Oleh karena itu, suami atau istri tidak berhak 

mendapat radd karena mereka menjadi ahli waris disebabkan hubungan 

pernikahan (mushaharah).24 

2. Hadits Rasulullah 

عن سعد بن ابى وقاص قال : قلت يا رسول االله إني قد بلغ بي من الوجع وانا ذومال ولايرثني 

الا ابنة لى واحدة افا تصدق بثلثى مالى ؟ قال : لا.قلت افا تصدق بشطره ؟ قال : لا. قلت : 

                                                            
22 Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, 

bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar 
pada permulaan Islam. 

23 Departemen Agama, AlQur’an Tajwid dan Terjemahannya, h. 186.  
24 Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-

Mannan, terj: Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), h. 249. 
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اغنياء خير من ان تذر عالة,  افا تصدق بثلثه ؟ قال: الثلث والثلث كثير, انك ان تذر ورثتك

 يتكففون الناس. (متفق عليه)

Artinya: dari sa’ad bin abi waqas, ia berkata: aku berkata ya Rasulullah, 
penyakitku semakin berat, sedang aku mempunyai harta, tidak ada ahli warisku 
kecuali seorang anak perempuan, apakah aku boleh menyedekahkan dua 
pertiga hartaku? Rasulullah menjawab: tidak boleh. Aku berkata: kalau 
setengah? Rasulullah berkata: tidak boleh. Aku berkata lagi : kalau sepertiga? 
Rasulullah menjawab sepertiga, sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya jika 
engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik 
daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-
minta kepada orang lain. (muttafaqun alaih)25. 
 

Hadits ini menjelaskan bahwa Sa’ad bin Abi Waqas mempunyai seorang 

anak perempuan sebagai ahli waris. Ia merencanakan untuk mewasiatkan 

hartanya dua pertiga atau setengah, tetapi Rasulullah hanya membenarkan 

untuk mewasiatkan sepertiga saja, sedang dua pertiga lagi akan diberikan 

kepada seorang anak perempuannya, sedangkan bagian warisan seorang anak 

perampuan yang tercantum dalam Alquran sebagai ashabul furudl hanya 

setengah. Arahan Rasulullah untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam 

keadaan miskin, mengandung makna bahwa sisa harta warisan diberikan 

semuanya kepada anak perempuannya (radd). 

3. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Umar pernah menulis 

surat kepada Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

عن ابي امامة بن سهل قال: كتب معي عمر الى ابي عبيدة ان رسول االله صلى االله عليه و سلم 
(رواه احمد و الاربعة سوى  قال: االله و رسوله مولى من لا مولى و الخال وارث من لا وارث له.

 ابي داود, و حسنه الترمذى و صححه ابن حبان)

                                                            
25 Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Nasa’i, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2006), h. 317. 
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Artinya: “Dari Abu Umamah bin Sahal berkata: Umar menulis surat kepada 
Abu Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah dan 
Rasul-Nya wali bagi orang yang tidak ada wali. Saudara ibu adalah pewaris 
bagi orang yang tidak ada warisnya.” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah kecuali Abu 
Daud, at-Turmudzi memandang hadis ini hasan, sedangkan Ibnu Hibban 
memandang shahih)26 

Hadits ini memberikan pengertian bahwa dzawil arham berhak mewarisi 

harta orang yang meninggal dunia bila tidak ada ahli waris ashab al-furudh dan 

‘ashabah. 

Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim menginginkan agar 

produk-produk fiqh dijadikan hukum positif sehingga dapat dijadikan referensi 

oleh para hakim di Pengadilan Agama, mengingat selama ini para hakim tidak 

memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan secara bersama seperti halnya 

KUHP. Ini berakibat bahwa jika para hakim agama menghadapi kasus yang harus 

diadili, maka rujukannya adalah berbagai kitab fiqh tanpa suatu standarisasi atau 

penyeragaman. Akibat lanjutnya, secara praktis, terhadap kasus yang sama dapat 

lahir putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda27. Oleh sebab 

itu, untuk menyeragamkan kitab hukum yang menjadi pegangan hakim di 

lingkungan pengadilan agama tersebut, pada tahun 1985 pemerintah 

memprakarsai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proyek ini diwujudkan 

dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antar Ketua Mahkamah Agung dan 

Menteri Agama yang diluncurkan dari hotel Ambarukmo Yogyakarta. Sasaran 

proyek Kompilasi Hukum Islam ini adalah mempersiapkan rancangan buku 

hukum dalam bidang hukum perkawinan yang kemudian tercantum dalam Buku I, 

                                                            
26 Lihat Sunan at-Tirmidzi, Jilid IV, h. 33. 

27Munawir Sjadzali, “Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam” dalam Peradilan 
Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. et. 
Mahfud MD et. al. (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 2.  
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hukum kewarisan dalam Buku II, dan hukum perwakafan dalam Buku III 

Kompilasi Hukum Islam (KHI)28. 

Eksistensi Peradilan Agama semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang 

No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. 

Bila dilihat kewenangan absolut Pengadilan Agama semakin luas hal ini terlihat 

dalam pasal 49 disebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, 

sedekah dan ekonomi syari’ah”. Setelah diperluas kewenangan Pengadilan Agama 

dan eksistensinya semakin kuat semakin jelaslah posisi Peradilan Agama sebagai 

kekuasaan kehakiman di bidang perdata Islam.29 

Di dalam pasal ini disebutkan bahwa kewarisan bagi umat Islam, di seluruh 

Indonesia penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Tentang 

hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kewarisan itu adalah hukum Islam 

tentang kewarisan. Hakim dalam memutus perkara merujuk pada kirab-kitab 

fikih, khususnya fikih yang berkembang di Indonesia pada umumnya adalah 

mengikuti mazhab Syafi’i, tanpa menutup adanya aliran fiqih atau mazhab lain, 

meskipun kecil. Karena dalam menentukan hukum, hakim dalam memutuskan 

yang merujuk kepada fiqih menghasilkan penetapan yang berbeda-beda dalam 

suatu kasus kewarisan, baru menimbulkan masalah. 

                                                            
28Departemen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tahun 1997/1998. 

Lihat juga dalam Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika 
Pressindo, 1995), h. 113-172. 

29 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam 
Sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 247 
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Hal ini mendorong pemuka Negara untuk merumuskannya dalam satu 

bentuk kesatuan, setelah melalui proses panjang. Mahkamah Agung sebagai 

pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia bersama Menteri Agama, dengan 

melibatkan Ulama, para pakar fiqih, ahli hukum dan pemuka masyarakat lainnya, 

berhasil mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Kompilasi Hukum 

Islam yang mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan ini 

disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan 

pada tanggal 10 Juni 1991 yang meminta sedapat mungkin menerapkan Kompilasi 

Hukum Islam di Peradilan Agama yang ada di seluruh Indonesia. 

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal, dari 

pasal 171 sampai dengan pasal 193. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 

mengenai kewarisan sebahagian ada yang tidak sesuai dengan pendapat Imam 

Madzhab. 

Salah satu pasal Kompilasi Hukum Islam yang tidak sesuai dengan pendapat 

para Imam Madzhab adalah pasal 193 mengenai Radd disebutkan bahwa: 

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil Furudl 

menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka pentebut 

sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut 

dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, 

sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.” 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah radd boleh diberikan kepada 

siapa saja sesuai dengan kata-kata “sisanya dibagi secara berimbang diantara 

mereka”, maksudnya sisa harta sesudah diberikan hak masing-masing ahli waris 
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masih ada sisa, sisanya ini diberikan kepada ahli waris dzawil furudl yang 

mendapat warisan. Padahal bila kita lihat tidak ada satu pun madzhab fiqh 

terkhusus mazhab Syafi’i (al-Muzani, al-Mawardi, Ibnu Suraij, dan lain-lain) 

sebagai mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia yang membolehkan membagi 

harta sisa warisan (radd) secara merata kepada seluruh ahli waris. 

Tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan kepada siapa saja. 

Jadi ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan konsep fiqih madzhab 

Syafi’i. Yang menjadi masalah ialah, hukum materil Pengadilan Agama yaitu 

Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan pemahaman masyarakat Islam Indonesia 

yang banyak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik ia pembagian waris 

yang dibagi diantara keluarga yang mengetahui cara pembagiannya, yang tidak 

masuk ke Pengadilan Agama. Maka sisa harta ini perlu ada kejelasan untuk siapa 

diberikan supaya tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris karena 

menyangkut harta benda yang masih bisa menjadi objek persengketaan. Kadang-

kadang di dalam kehidupan bermasyarakat, ketika seseorang meninggal dunia 

hanya meninggalkan ahli waris dzawil furudh tanpa meninggalkan ahli waris 

ashobah. Contoh, Pak masyhuri meninggal dunia meninggalkan seorang istri, 2 

orang saudara seibu dan seorang ibu. Maka berdasarkan hitungan dzawil furudh: 

Istri : 1/4 = 3 

2 Saudara Seibu : 1/3 = 4 

Ibu : 1/6 = 2 

AM : 12 

9 
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Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa ada kelebihan harta sebanyak 

9/12. Maka hal ini menimbulkan permasalahan yang sangat penting, ke manakah 

sisa bagian tersebut harus diberikan sementara ahli waris dzawil furudh telah 

menerima bagian mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

di dalam Al-Qur’an.  

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan 

membahasnya ke dalam tesis yang berjudul “RADD DALAM HUKUM WARIS 

(Analisis Terhadap Konsep RADD Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Menurut Syafi’iyyah)“. 

B. Fokus Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 

pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah 

problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Beranjak dari latar 

belakang di atas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Syafi’iyyah tentang radd 

dalam hukum waris. 

b.  Dalil-dalil Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Syafi’iyyah tentang radd 

dalam hukum waris. 

c. Metode istinbath Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Syafi’iyyah tentang 

radd dalam hukum waris. 

2. Batasan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi masalah di atas, banyak hal yang bisa 

dijadikan objek penelitian. Untuk lebih mengarahkan penulisan tesis ini 

kepada pokok permasalahan dan luasnya kajian persoalan waris, maka 

batasan masalah dalam penulisan tesis ini adalah pada konsep radd dalam 

hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Syafi’iyyah serta 

analisa terhadap radd dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan 

mengaitkannya dengan satu mazhab yakni mazhab Syafi’i (Syafi’iyyah) 

sebagai mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat 

dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian 

ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan madzhab Syafi’i 

tentang masalah radd dalam hukum waris? 

2. Bagaimana analisa terhadap konsep radd Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menurut Syafi’iyyah dalam hukum waris? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut maka tujuan dari penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Syafi’iyyah 

tentang masalah radd dalam hukum waris. 
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2. Untuk mengetahui analisa penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang 

radd dalam hukum waris menurut Syafi’iyyah.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah di antaranya sebagai berikut: 

1. Bersifat teoritis agar diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat 

mengembangkan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya dalam disiplin 

ilmu hukum Islam khususnya tentang waris serta lebih khususnya lagi 

memberikan masukan terhadap kalangan akademisi dan praktisi dalam hak 

waris dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2. Bersifat praktis dengan mengharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

bagi setiap kalangan, baik para pelaksana hukum Islam di bidang waris, para 

hakim yang memutus persoalan kewarisan khususnya dalam persoalan radd. 

3. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program 

strata dua (S-2) bidang Magister Hukum Islam, juga untuk memperluas 

pengetahuan mengenai pengaturan tentang radd dalam hukum waris. 

4. Bagi masyarakat, semoga dengan adanya penelitian ini dapat membuka 

wacana baru yang lebih baik tentang pengaturan pembagian harta waris, 

terlebih bila terjadi kasus radd dalam hukum waris, sehingga pembagian 

harta warisan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 

5. Bagi kalangan akademisi, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai ide 

baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat 

membuat pengaturan yang lebih baik dalam masalah radd dalam hukum 

waris. 
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E. Sistematika Penulisan 

Dalam mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini 

dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar 

belakang, fokus penilitian yang memuat identifikasi masalah, batasan masalah dan 

perumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan tesis. Bab pertama ini merupakan kerangka pikir, kerangka 

kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.  

Bab kedua, membahas mengenai konsep radd dalam hukum waris, meliputi 

definisi radd, rukun dan syarat radd, pendapat ulama tentang radd, konsep radd 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Syafi’yyah, dan penelitian terdahulu 

yang relevan. 

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, meliputi jenis penelitian, sumber data yang digunakan (bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier), teknik pengumpulan data dan teknik analisa 

data.  

Bab keempat, berisi analisa terhadap konsep radd dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) menurut Syafi’iyyah. Bab ini merupakan bab inti yang akan 

menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Bab kelima, penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan 

disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tesis ini yang akan dikemas dengan 

bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan saran. 
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